BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong maka perlu diatur Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong
Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Benglulu (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5679);



10.

Ll

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Inonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negen
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449});

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 MNomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10
Tahun 2016).

Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016);



MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA EABUPATEN LEBONG

BAB I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Deerah Kabupaten Lebong sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonorm.

Bupati adalah Bupati Lebong,

Walkil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah vang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lebong.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana
teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebong.

Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas Badan.



BAB IT
TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
¢. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi, membawahi ;
1. Subbidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
2. Subbidang Data Informasi dan Pengembangan ASN; dan
3. Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur, membawabhi :
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. Subbidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur; dan
3. Bubbidang Pengembangan  Kompetensi, Disiplin dan
Penghargaan.
e, Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Lebong
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong
MNomor 36 Tahun 2016).

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memimpin, membina, mengendalikan dan
mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian — meliput
kesekretariatan, pengelolaan data pegawai, perencanaan dan pengendalian
pegawai, manajemen kinerja pegawai, pendidikan dan latihan peningkatan
kapasitas, kompetensi dan administrasi pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan daecrah di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah;



(1)

(2}

b. penyusunan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kepegawaian  tentang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiaan pegawai sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan
perundangundangan;

pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

perumusan kebijakan teknis meliputi kepegawaian dan pembinaan

kepegawaian daerah;

e. pengkoordinasian, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia maupun instansi-instansi di luar Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya masing-
masing;

f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan,
pengembangan, pengawasan, serta mengevaluasikan pelaksanaan
tugas di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan menyampaikan laporan kinerja;
pemberian saran pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B o

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh
unit kerja di lingkungan Badan wyang meliputi pengkoordinasian
pPenyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berilout :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program
dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

d. penetapan rumusan Kebijakan pengelolaan administrasi umum
dan kerumahtanggaan;

€. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan
keuangan;

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;



(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

]J. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia;

k. pelaporan  pelaksanaan  tugas pengelolaan  pelayanan
kesekretariatan;

1. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;

m. pelaksanaan Koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
pelayanan kesekretariatan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan,
rumah tanggs dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di
linglungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan
kearsipan;

c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub wunit kerja di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan penunjang pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan dinas;



(1)

(2)

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan
rapat-rapat dinas;

h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset
lainnya;

k. melaksanakan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan di Lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan;

0. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai;

q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta

peningkatan kesejahteraan pegawai;

r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikut
pendidikan /pelatihan struktural, teknis dan fungsional;

s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan
karier serta disiplin pegawai;

t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan
cuti pegawai;

u. mengkoordinasikan penyusunan administrasi penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
sumpah fjanji pegawai;

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan Koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit
kerja lain di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan
pelaporan Badan serta penyiapan bahan penyusunan anggaran,
penatausahaan  keuangan dan  penyusunan  bahan  laporan
pertanggungjawaban keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan dan Keuangen mempunyai rincian tugas sebagai
beriloat :



d.

ui‘

P

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja Badan serta pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan

program kerja di Lingkungan DBadan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

menyiusun rencana strategis di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program
di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di

Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

. Daya Manusia;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman ifeknis pelaksanaan
kegiatan tahunan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;

melaksanalktan pengumpulan bahan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja;

melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri
sipil;

merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan
program adminstrasi pengelolaan keuangan;

melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan
bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan di Lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan kenangan dengan para Kepala Bidang
di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas
pendukung pelaksanaan tngas pengelolaan keuangan;
melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
statistik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;



(1)

(2)

s. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

t. menyusun laporan kinerja di Lingkunpgan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program

kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e

Paragraf 3
Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi

Pasal 7

Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi mempunyai tugas melalsanalon
penyusunan formasi dan pemetaan kebutuhan pegawai, melaksanakan
pengadasan sampai dengan pengangkatan/penempatan calon pegawai negeri
mpﬂ,nmmmmdaﬁarmnmammsmgmnmpmbﬁmumm
(BUP), menyelesaikan pemberhentian pegawai dan pemberian pensiun,
pembinaan PNS

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan proses penyelesaian mutasifalih tugas pegawai antar
satuan kerja perangkat daerah;

b. pelaksanaan proses penyelesaian mutasifalih tugas pegawai
keluar /masuk instansi;

c. pelaksanaan proses penyelesaian kenaikan pangkat pegawai
negeri sipil;

d. pelaksanaan penyelesaian proses peningkatan perubahan status
calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;

e. pelaksanaan proses penvelesaian peninjauan masa kerja pegawai
negeri sipil;

f. pelaksanaan dan penyiapan daftar nominatif pegawai negeri sipil
untuk pengangkatan /promosi jabatan struktural dan fungsional;

g. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;

h. pelaksanaan penyelesaian perubahan alih jenis kepegawaian;

i. pelaksanaan penyelesaian daftar urut kepangkatan pegawai negeri
sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

j. pelaksanaan penyelesaian daftar nominatif pegawai negeri sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

k. pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian secara tepat,
cepat dan akurat;

1. pelaksanaan penataaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi
data pegawai;

m. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan
pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan
Pegawai, Subbidang Mutasi dan Promosi Pegawai, dan Subbidang
informasi dan Analisis Data Pegawai;

n. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(3)

“

(S}

(1

(2}

(1)

(2)

Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi, membawabhi :

a. Subbidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian;

b. Subbidang Data Informasi dan Pengembangan ASN; dan

c. Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan
Informasi.

Pasal B

Subbidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan formasi dan pemetaan kebutuhan pegawai,

surat keputusan tenaga honorer.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbidang Pengadaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan proses penyelesaian mutasifalih tugas pegawai
antar satuan kerja;

b. melaksanakan proses penyelesaian mutasifalih tugas pegawai
keluar/masuk instansi,

c. pelaksanaan penempatan calon pegawai negeri sipil pada satuan
kerja perangkat daerah;

d. melaksanakan penyelesaian perubahan alih jenis kepegawaian;

e. melaksanakan penyusunan standarisasi dan kompetensi tentang
jabatan struktural dan fungsional;

f. melaksanakan pemetaan jabatan di seluruh OPD;

g. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Mutasi dan Promosi Pegawai;

h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pegawai;

i. menyusun formasidan p&metaankﬂbutuhanp&gmm

j. melaksanakan pengadaan sampai dengan pengusulan NIP;

k. melaksanakan perpanjengan SK tenaga honorer;

1 mmajmapkandanmyumnmseﬁamengw&iu&m pelaksanaan

Pasal 9

Sublidang Data Informasi dan Pengembangan ASN mempunyai tugas
Pengelohan data kepegawaian dan Pengembangan ASN;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbidang Data Informasi dan Pengembangan ASN mempunyai rincian
fugas sebagai berikut :



(1)

2)

(1)

a.melaksanakan penyelesaian daftar urut kepangkatan pegawai
negeri sipil;

b.melaksanakan penyelesaian daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di
Linglingan Pemerintah Kabupaten Lebong;

c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian
secara tepat, cepat dan alaurat;

d.melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan
dokumentasi data pegawai;

e. menyampaikan dan menyajikan data serta informasi kepegawaian;

f. melaksanakan pengembangan sistem jaringan kepegawaian baik di
tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Kepegawaian Negara
{OPD/BKN};

g.menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Informasi dan Analisis Data
Pegawai; dan

h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi
mempunyai tugas di bidang kepangkatan, pengembangan karier dan
promosi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

2. melaksanakan penyelesaian proses peningkatan perubahan status calon
pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;

hm&laksanakanpm&eapenwksmanhmaﬂmnpang}mtwrmgmmpﬂ _

c. melaksanakan proses penyelesaian peninjanan masa kerja pegawai

negeri sipil;

d. Melaksanakan Proses Kenaikan Gaji Berkala;

e. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi;

f. melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif pegawai negeri
sipil yang potensial untuk pengangkatan promosi jabatan
struktural dan fungsional;

g menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan
kagaa!:an Subbidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi;

h. mel&ksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyal tugas
melaksanakan perencanaan dan pengembangan kualitas aparatur baik
melalui pendidikan dan pelatthan, bimbingan teknis, sosialisasi/workshop,
seminar, menyusun analisis kebutuhan diklat dan melaksanakan proses



(2)

(3}

{4)

{5}

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan
sumber daya manusia dengan berkoordinasi pada masing-masing
bidang agar terbentuk rencana kegiatan yvang efektif, transparan
dan akuntabel;

b. pengaturan dan penyiapan bahan pembelajaran dan alat pembelajaran
untuk pelaksanaan diklat sesuai ketentuan yang berlaku;

¢. penyusunan kualifikasi peserta dan alumni diklat prajabatan dan
diklat kepemimpinan Tingkat IV;

d. pengoordinasian pelaksanaan diklat kepemimpinan Tingkat IV,
diklat kepemimpinan Tingkat HI dan diklat kepemimpinan Tingkat
1

e. pengoordinasian seleksi penyaringan peserta diklat kepemimpinan
Tingkat IV, diklat kepemimpinan Tingkat I, dan diklat
kepemimpinan Tingkat If;

f. penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional termasuk juga di dalamnya kursus-kursus,

job  training, orientasi, pembekalan dan penataran melalui
koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga-
lembaga non pemerintah pengguna tenaga kerja;

penyusunan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional;

pelaksanaan proses seleksi dan pemberian ijin belajar dan tugas

belajar;

1. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan
pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Subbidang Diklat
Penjenjangan, Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional, dan
Subbidang Pengembangan Sumber Daya Mamusia:

J- pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

'

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi -

8. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan:

b. Subbidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur; dan

¢. Subbidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan

Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
olehsmrmgﬁepa]a&zbﬁdang}ﬂngbemdadihawahdﬂnbeﬁammg
Jjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Pasal 12

SandangP&ndﬂﬂandanF&l&ﬂhanmﬂmpﬂnymﬁJ@smEﬂ}mmm
rencana, menyiapkan bahan/peserta/widyaiswara/panitia pelaksana,
menyelenggarakan, pembinaan alumni pendidikan dan latihan prajabatan



(2)

1)

()

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. membuat daftar nominatif pegawai yang akan dikiat kepemimpinan
Tingkat IV, diklat kepemimpinan Tingkat IIl dan diklat kepemimpinan
Tingkat 1I;

b. mengoordinasikan ujian penyaringan peserta Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV; Diklat Kepemimpinan Tingkat II; Diklat Kepemimpinan
Tingleat II;

c. mengoordinasikan pelaksanaan diklat kepemimpinan Tingkat IV, diklat

kepemimpinan Tingkat Il dan diklat kepemimpinan Tingkat II;

Melaksanakan pembekalan dan pembinaan CPNS

membuat dafltar nominatif pegawal yang akan mengikuti diklat

prajabatan;

mengoordinasikan pelaksanaan diklat prajabatan;

menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan Subbidang Penddidikan dan Pelatihan

menyusun analisis kebutuhan Diklat

tugas belajar.

Pelaksanaan Proses pernyesuaian jazah dan ujian dinas

Melaksanakan penyelesaian berkas calon praja IPDN dan Sekolah Tinggi

Imu Kedinasan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

L

R gt

ot

Pasal 13

Subbidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur mempunyai tugas
menyusun,melaksanakan Penilaian dan Ewvaluasi Kinerja Aparatur
membuat informasi terkait hasi Penilaian Kinerja Aparatur
melaksanakan Evaluasi serta Fasilitasi penilaian Kinerja Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur mempunyai rinctan
tugas sebagai berilout :

a. merencanakan dan melaksanakan penilasian dan evaluasi kinerja
aparatur;

membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
mngamhamdanp&i&pm‘anh&&ﬂp&ﬂﬂﬂmnkﬂmqammr
mengoordinasilean nsulan pemberian
menyusundn}ﬂunmpeqmumn!m:ﬂ]aﬁpamtur[ﬁml,

menyusun dokumen laporan akuntabiltas instansi kinerja Aparatur
{OPD);

menyiapkan dan men}usxm laporan serta mengevaluasi kegiatan sub-
bidang;

j- melaksanakan tugas lain vang diberikan atasan.

Smee ap

[
3



(1)

(2

(1)

(2)

(1)

(2}

(1)

Pasal 14

Subbidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan
mempunyai tugas menyusun rencana dan analisa kebutuhan diklat,
pelaksanaan proses seleksi dan Disiplin.

b. mmyummdanmempmmaumhp&mbmianpenghar@am

C. mﬂrenca:mkandanmelaksamkgnﬁemlﬁnamapamrm:

d. W proses penjatuban hukuman disiplin Pegawai Negeri
mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur:
memmmmmmm;m
usalmkﬁgiatanhindalamtm@pﬂﬂ:gkaﬁnﬂ&jﬁetaanp&gawﬂ;
menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan
kompetensi aparatur;

pelayanan dan pemberian cuti PNS

Bomee

gl

Paragraf 6
Ummﬂmm

Pasal 15

Unmmwmmmanmmnmhdmﬁbmm
mpadaﬂadansesuaiémt@nkehmﬁt&n;

Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana
dinﬂkﬁudp&d&ay&t{l}ditetapkﬁnleﬁhlanj‘u!dmgan&mﬁm&:paﬁ
Mm@d&mmw—mmm+

Paragraf
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
Lerbagidalamberbagaikﬂlmnpak%suaidengaubidaugkeahﬁaﬂdan
keterampilan.



(2)

3)

(4

(1)

(2)

(3)

)

(3)

(6)

(8)

Eﬁﬁapkelmpaksat?agahmdimaksudpadaayat[l}diphnpinulﬂh
smrangtenagaﬁmgammalsmmr}ﬂngditunjukdiantammgaﬁmgsimal
yang ada di Linglungan Badan.

ﬂhmﬂahjahamﬂmcgsiunalsebaﬁimamaimﬂmﬂmdaayatﬂ] ditentukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis danjﬁﬁangjabatﬂnﬁmgﬂcmﬂltembutpadaa}mu}maidmgml
m&mmﬂmﬂ—lmdanﬁﬂjmgbﬂm

BAB IIl
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip
" finasi, i - s cladirossies - badte ‘i thried ing-masing
mau;ﬂmantarsahmnurgamsamﬁllmglﬂmganpemmmtahnaﬁmh
KabupaimLehnngmdm\@nmwmilaindiluarmerhﬂahDaemh
Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing;

bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengarbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

&ﬁapﬁmpﬁmunitmgansiasidiﬁnghmnB&danlmmsmmﬂaﬁmn
s&mtemmngendaﬁﬂnmmmpemmimahdiﬁngkm@nmaﬂing—maﬂ@mmk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melahu
penyusunan perencanaan, pelaksanaen, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.

Seﬁappimpinmsamanurganiﬂaaidiﬁnghmganﬂadanbenangungjawab

Setiap pimpinan satuan organisasi di Linglungan Badan bertanggung jawab
kepada atasan dan menyampaiken laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan tugas masing-masing.

Seﬁap;ﬁmpinanﬂmanurganisasidiljnmmdanwajibmﬂngﬂmﬁ
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-

hawahan,wajihdidahdﬂndipm‘gumkanseba@ibalmnpﬁﬁmbanganlebﬁi
Seﬁapﬂasmlsaummrﬂsaaidimwﬂadmmﬁbmlakmakan
pengawasan melekat (WASKAT).



Pasal 19
(1} Kepala Badan wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atan sewakin-
wakhu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2} Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlalm.

Pas=al 20

Dalam hal Kepala Badan berhalangsn, Kepala Badan diwakili oleh Selaetaris
Badan, apabila Kepala Badan dan Selaetaris Badan berhalangan dapat diwakih
oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepanpgkatan dan atau
bidang tugasnya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta
jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketenfuan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, letentuan mengenai tugas pokok,
fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah yang diatur
pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong,

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal { April 17
/é BUPATI LEBONG, v

23/og-26/7

ﬂ} H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal & April Jolf -

SEKRETARIS DAERAH ATEN LEBONG,

lnawén EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 3!;/ :
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